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ABSTRAK 
FEBRY NUR NAIM (B 111 11 424), dengan judul “Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)Yang 
Menyebabkan Pada Kematian (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 
2011 s/d 2014)”. Di bawah bimbingan Said Karim,. selaku Pembimbing I 
dan Amir Ilyas, selaku Pembimbing II.    
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, apa 
faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) 
yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota 
Makassar dan yang kedua bagaimanakah upaya penanggulangan 
tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku 
tindak pidana di kota Makassar.  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 
khususnya di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, dengan 
menggunakan metode kepustakaan (library research) dan metode 
penelitian lapangan (Field research) untuk mendapatkan data primer dan 
sekunder. 
 Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa: 
Faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa 
terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut: 1) Faktor internal 
pelaku main hakim sendiri, antara lain: Ketidakpercayaan masyarakat 
terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana, Emosi 
dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, agar pelaku tindak pidana 
jera dan supaya calon pelaku tindak pidana lain takut melakukan hal yang 
sama, anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah 
kebiasaan dalam masyarakat, ikut-ikutan, dan rendahnya tingkat 
pendidikan. 2) Faktor eksternal pelaku main hakim sendiri, antara lain: 
Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main 
hakim sendiri yang dilakukan oleh massa, dan Faktor kepolisian yang 
lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak 
pidana. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim 
sendiri (eigenrechting) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain: 1) 
Preventif, yaitu  Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang 
memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan dan penyuluhan 
hukum; dan Melaksanakan patroli rutin. 2) Represif, yaitu memperoses 
pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam 
hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang 
dihadapi kepolisian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah 
Sesuai penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah 
Negara Hukum. Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara 
hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat  perlengkapan 
Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang 
dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau 
dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum. Walaupun 
pandangan ini diklaim merupakan representasi dari sebuah pemahaman 
hukum yang cenderung positivistik, sebuah pemahaman yang lebih yuridis 
dogmatik.  
Semenjak perjuangan kemerdekaan telah dicita–citakan 
terwujudnya suatu pemerintah dan Negara yang menjunjung tinggi hukum 
dan hak asasi manusia, disamping itu seluruh rakyat Indonesia 
menginginkan suasana prikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib 
dan damai berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara 
Republik Indonesia 1945, untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut 
diatas, maka hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh semua 
warga Negara dan tidak ada pengucualian. 
Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang 
dipaparkan di atas karena banyak permasalahan yang kompleks 
 
 
2 
bermunculan terutama diantaranya permasalahan tindak pidana yang 
semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan 
masyarakat menuju era modern. Tumbuh dan meningkatnya masalah 
kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat 
penagak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap 
lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan 
masyarakat dalam penagakan hukum yang tidak berjalan sebagimana 
mestinya. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang 
mendidik dimana seringkali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan 
merugikan masyarakat dilepas oleh penagak hukum dengan alasan 
kurang kuatnya bukti yang ada dan kalaupu diproses sampai pengadilan, 
hukum yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya 
anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa 
keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan 
main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses 
hukum yang berlaku.  
Salah satu bentuk tidakan main hakim sendiri (Eigenrichting) 
adalah pemukulan atau pengeroyakan ini sering terjadi akibat emosi 
massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cendrung emosional ketika 
menemukan pelaku kejahatan dalam tertangkap basah. Padahal tidankan 
yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab 
tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil 
tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya 
melakukan pembelaan disebabkan berpotensi melakukan ancama secara 
 
 
3 
fisik. Tindakan main hakim sendiri ini kemudian yang penulis akan tinjau 
dari sisi kriminologis atau persfektif sebab-musabab terjadinya suatu 
kejahatan. Kriminologi diinterpretasikan sebagai suatu ilmu bantu atau 
suplemen determinasi dari ilmu sosial. 
        Fenomena tindakan main hakim sendiri ini marak terjadi tidak 
terkecuali di kota-kota besar seperti Makassar. Ada kecenderungan 
massa melakukan tindakan di luar dari hal yang sewajarnya. Menghakimi 
sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat 
melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah 
memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. 
Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang 
memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana/penjahatpun memiliki hak 
asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka 
pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku 
tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian 
dari umat manusia. 
Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir 
ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, karena 
tidak dapat dipungkiri tindakan main hakim sendiri sudah menjadi mega 
trend di berbagai daerah. Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi 
Sulawesi Selatan misalnya, ternyata juga tidak luput dari kasus tindakan 
main hakim sendiri bahkan sudah mengarah pada kematian korban 
tindakan main hakim sendiri oleh massa. Kasus seperti ini banyak yang 
diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit 
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juga yang dilepas begitu saja dikarenakan kurangnya bukti. Kondisi 
masyarakat di Makassar sebagian besar sangatlah emosional dalam 
menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan 
masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, ditambah rendahnya 
pengetahuan hukum sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka 
melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi 
masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif. 
Penegakan hukum kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan 
secara serius dan penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main 
hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila suatu negara dalam 
kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang 
hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan 
cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang 
mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai 
basis massa yang kuat atau kelompok premanisme yang menunjukkan 
bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik 
sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya 
ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri 
(Eigenrechting) Yang berujung pada kematian (Studi Kasus Di Kota 
Makassar Tahun 2011 s/d 2014).” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarakan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apa faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri 
(Eigenrichting) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku 
tindak pidana di Kota Makassar ? 
2.  Bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan main hakim 
sendiri (Eigenrichting) yang dilakukan oleh massa terhadap 
pelaku tindak pidana di kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor penyebab tindakan 
main hakim sendiri (eigenrichting) yang dilakukan oleh massa 
terhadap pelaku tindak pidana di kota Makassar.  
2.  Untuk mempelajari dan menganalisis upaya penanggulangan 
tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang dilakukan oleh 
massa terhadap pelaku tindak pidana di kota Makassar.  
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 
menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan 
kriminologi, khususnya yang berhubungan dengan tindakan 
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main hakim sendiri (Eigenrichting).  
2.  Secara praktis, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 
aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk 
dapat bekerja secara efisien, efektif dan profesional dalam 
rangka menanggulangi tindakan main hakim sendiri 
(Eigenrichting) yang dilakukan oleh massa di kota Makassar.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Kriminologi  
Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang 
pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan 
Psikologi. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard 
(1830-1911), seorang ahli Antropologi Prancis (A.S. Alam, 2010:1).  
Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime 
yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga 
kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Untuk lebih 
jelasnya mengenai pengertian kriminologi, berikut penulis kemukakan 
pandangan beberapa sarjana hukum terkemuka, antara lain :  
Edwin H. Sutherland (A.S. Alam, 2010:1-2) menyatakan bahwa 
Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes 
as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).  
W.A. Bonger (Topo Santoso, 2001:9) menjelaskan bahwa 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 
kejahatan yang seluas-luasnya.  
J. Constant (A.S. Alam, 2010:2) mendefinisikan Kriminologi sebagai 
ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi 
sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.  
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WME. Noach (A.S. Alam, 2010:2) menjelaskan bahwa kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan 
tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.  
Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.  
Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu 
pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian 
umum ini kriminologi merupakan kajian (the study) dengan pendekatan 
multidisiplin. Metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya, 
dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan  
pada berbagai ilmu dasar. Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai 
gejala biologis, yaitu mencari-cari adanya ciri-ciri biologis yang 
memengaruhi tingkah laku manusia. (Muhammad Mustofa, 2013 : 3) 
 
B. Ruang Lingkup Kriminologi  
Menurut (A.S. Alam, 2010:2-3) ruang lingkup pembahasan 
Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :  
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana 
(process of making laws) meliputi :  
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan  
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan  
2. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws), Sedangkan yang 
dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi :  
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
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b. Teori-teori kriminolog 
c. Berbagai perspektif kriminologi  
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang 
dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap 
pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking 
laws) meliputi :  
a. Teori-teori penghukuman  
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan 
rehabilitative.  
 
C. Pengertian Kejahatan  
Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah 
sebagai berikut:  
Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak 
baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat 
dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat 
atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan 
sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh 
undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena 
dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak 
jahat.  
 
Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, 1989:42) adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” 
yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat 
seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, 
penganiyaan dan lain- lain yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita 
perhatikan rumusan dari pasal-pasal pada kitab undang-undang 
hukum Pidana.  
 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam 
keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu 
peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.  
 
Menurut Plato (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) “emas, 
manusia adalah sumber dari banyak kejahatan”.  
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Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva zulfa, 
2001:11) menyatakan bahwa:  
“kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, 
kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang 
diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan”.  
 
Sementara Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001 : 
11) menyatakan bahwa :  
“pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup 
untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaan nya, jika 
suatu kali jatuh miskin, maka akan menjadi pencuri”.  
 
W.A. Bonger (1982 : 21)  
“Kejahatan adalah perbuatan yang anti social yang oleh Negara 
ditentang dengan sadar dengan penjatuhan hukuman”.  
 
Menurut Wirjono Projo (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001 : 11) :  
“Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur 
pokok kesatu dari hukum pidana”.  
 
Menurut Richard Quinney (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001 : 11):  
Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) 
adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang 
berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, 
atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan 
oleh warga warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.  
 
Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan 
kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk 
membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum 
merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan 
kepentingan pihak pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi 
sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang 
berkenaan dengan individu atau masyarakat.  
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Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono (Topo Santoso dan Eva 
Zulfa, 2001 : 11) :  
“Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan 
palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, 
sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada 
perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan 
masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang 
baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, 
kebiasaan, dan adat istiadat.  
 
Kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat 
tanpa kejahatan. Kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab 
ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakan 
masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan.  
Secara etimologis, kriminologi berasal dan kata Crime dan logos. 
Crime artinya kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. 
Secara lengkap kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan.  
Ditinjau dari aspek yuridis, pelaku kejahatan adalah jika seseorang 
melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan 
bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Contoh:  
 Pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan 
pasal 338 KUHP  
 Pencurian adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 
362 KUHP  
 Penganiayaan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan 
pasal 351 KUHP  
 
Dalam hal ini apabila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti 
orang tersebut belum dianggap penjahat.  
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Ditinjau dari aspek sosial pelaku kejahatan ialah jika seseorang 
mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang 
dengan sadar atau tidak sadar dari norma - norma yang berlaku di dalam 
masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh 
masyarakat.  
Ditinjau dari aspek ekonomi pelaku kejahatan ialah jika seseorang 
(atau Lebih), dianggap merugikan orang lain dengan membebankan 
kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga ia 
dianggap sebagai penghambat atas kebahagian orang lain.  
Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang 
oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk 
mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. 
Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, 
masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan 
adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan 
bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak 
pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan 
dalam masyarakat.  
Apabila pendapat tentang kejahatan di atas kita pelajari secara 
teliti, maka dapatlah digolongkan dalam dua jenis pengertian sebagai 
berikut :  
a. Pengertian Secara Praktis (sosiologis) 
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan 
yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.  
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b. Pengertian Secara Yuridis 
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan 
atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi 
masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.  
 
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan  
Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahatan. Teori- teori tersebut pada hakekatnya 
berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 
penjahat dengan kejahata, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah 
tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.  
Teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut :  
1. Teori Klasik  
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan 
tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. 
Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan 
pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak 
memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang 
mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.  
Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996 :15) bahwa :  
“Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. 
That the act which I do the ct wich I think will give me most 
pleasure”.  
 
Lebih lanjut Beccaria (Darma Weda, 1996 : 21) menyatakan bahwa:  
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“Semua orang yang melanggar UU tertentu harus menerima 
hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya 
miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman 
yang dijatuhakan harus sedemikian beratnya‟.  
 
Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang 
dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai 
kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria 
adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.  
Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang 
pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat 
dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya 
peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.  
2. Teori Neo Klasik  
Teori neo kalsik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan 
teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari 
konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada 
waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia mahluk yang 
mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab 
atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya 
terhadap Ciri khas teori neo-klasik (Darma Weda, 1996 :30) adalah 
sebagai berikut :  
a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas, 
kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh :  
1. Patologi, ketidak mampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau 
lain- lain. Keadaan yang mencegah seseorang untuk 
memperlakukan kehendak bebasnya.  
2. Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan 
kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang 
aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama 
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kali harus dianggap lebih bebas untuk memilh daripada 
residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan 
oleh karenanya harus dihukum dengan berat.  
b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat 
berupa fisik (cuaca, mekanis, dan seb againya). Keadaan- 
keadaan lingkungannya atau keadaan mental dan individu.  
c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk 
memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab 
sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggung 
jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, 
kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi 
pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan 
kejahatan.  
d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara 
pengadilan untuk menentuakn besarnya tanggung jawab, untuk 
menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang 
benar dan yang salah.  
 
Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo- 
klasik menggambarkan ditinggalkannya kekutan yang supra-natural, yang 
ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing 
terbentuknya pelaksanaan Hukum Pidana. Dengan demikian teori-teori 
neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap 
prilaku/tingkah laku manusia.  
Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh 
kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai mahluk 
yang berkehendak sendiri, yang berkehendak atas dasar rasio dan 
intelegensiadan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.  
3. Teori Kartografi/geografi  
Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai 
berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula disebut 
sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah 
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distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis 
maupun secara sosial.  
Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi 
sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul di 
sebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.  
4. Teori Sosialis  
Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh 
aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih 
menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, 
kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak 
seimbang dalam masyarakat.  
Berdasarakan pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan 
kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan 
kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan 
mengurangi terjadinya kejahatan.  
5. Teori Tipologis  
Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut 
dengan teori tipologis atau byo-tipologis. Keempat aliran tersebut 
mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai 
asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang 
tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut :  
a. Teori Lombroso/mazhab Antropologis  
Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, 
kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is 
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born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat 
dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia 
lainnya (Yesmil Anwar, 2010:55).  
Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso 
(Made Darma Weda, 1996 : 16) yaitu :  
1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;  
2. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti : tengkorak 
yang asimetris, rahang bawah yang panjang,hidung yang pesek, 
rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;  
3. Tanda-tanda lahiriah ini bukn penyebab kejahatan tetapi 
merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai prilaku kriminal;  
4. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari 
melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang 
tidak memungkinkan;  
5. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa, penjahat seperti 
pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri 
tertentu  
Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam  
persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian 
membantah teori Tarde tentang theory of imitation (Le lois de’l imitation).  
Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat 
penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik 
kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut 
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sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah 
untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.  
Menurut Goring ( Made Darma Weda, 1996 : 18) bahwa :   
“Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai 
kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah 
yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan”.  
 
Dengan demikian Goring dalam mencari kuasa kejahatan kembali 
pada factor psikologis, sedangakan faktor lingkungan sangat kecil 
pengaruhnya terhadap seseorang.  
b. Teori Mental Tester  
Teori Mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. 
Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk 
membedakan penjahat dan bukan penjahat.  
Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa :  
“Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena otaknya 
orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan 
dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya 
tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”.  
 
Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan 
otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang 
melakukan kejahatan.  
c. Teori Sosiologis  
Dalam member kuasa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran 
yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis 
banyak dipengaruhi oleh teori kartografi dan sosialis. Teori ini menafsirkan 
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kejahatan sebagai fungsi lingkungan social (crime as a function of social 
environment).  
Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat 
dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan social. Dengan 
demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan 
tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan 
kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan 
sekelilingnya.  
d. Teori Lingkungan  
Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab perancis. Menurut teori 
ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor 
disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, social, 
budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, 
serta penemuan teknologi.  
Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku- 
buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut 
pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.  
Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa :“Orang 
menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation”.  
Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan 
kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya atau 
dalam artian karena adanya pengaruh negative dari lingkungan sekitar.  
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6. Teori Biososiologis  
Teori dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan 
lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari 
aliran Antropologi dan aliran Sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan 
bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan 
psikis dan fisik dari  penjahat dan juga karena faktor lingkungan.  
Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh 
sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, 
intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan 
yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan 
alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban 
dan keadaan politik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan 
menjelang pemilihan umum dan menghadapi siding MPR.  
7. Teori NKK  
Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan 
sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering 
dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di 
masyrakat.  
Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah kerena adanya 
niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak 
ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya 
meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula 
akan terjadi kejahatan.  
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E. Pengertian Kejahatan Kekerasan 
Kekerasan dalam bahasa Inggris “violence” berasal dari bahasa 
Latin “violentus” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam 
prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah 
ekspresi, baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang 
mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan 
atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau 
sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila 
diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenanngan 
tanpa mengindahkan keabsahan. Penggunaan atau tindakan 
kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan 
kekerasan ini. Akar kekerasan yakni, kekayaan tanpa bekerja, 
kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan 
tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, 
politik prinsip (http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan). 
Sistem nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat 
dimana perbuatan kekerasan itu dilakukan, akan menentukan apakah 
perbuatan kekerasa itu dianggap baik atau tidak. Misalnya dalam perang 
atau konflik bersenjata, kekerasan pada dasarnya diterima sebagai suatu 
tindakan kekerasan yang dianggap sah oleh kedua belah pihak yang 
bertikai atau bersengketa. 
Menurut Zakariah Idris (1988 : 452) kekerasan adalah : 
“Perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan 
seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau 
matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang 
orang lain.” 
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Sianturi (1983 : 610) memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan 
yaitu : 
“Melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga 
menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya.” 
 
Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya 
disingkat KUHP) merumuskan bahwa : 
“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 
menggunakan kekerasan.” 
 
Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP, R. Soesilo 
(1995 : 98) memberi penjelasan bahwa : 
“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya 
memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, 
menyepak, menendang, dan sebagainya.” 
 
Kekerasan juga dapat dilakukan secara kolektif, karena dalam 
melakukan tindak pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang 
banyak atau lebih dari satu orang dimana secara langsung maupun tidak 
langsung, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, telah terjalin 
kerjasama yang baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam 
suatu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan atau 
mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik. 
Berdasarkan uraian diatas maka kekerasan merupakan suatu 
perbuatan dengan penggunaan kekuatan fisik ataupun alat secara tidak 
sah dan melanggar hukum baik dilakukan oleh perorangan ataupun 
perkelompok yang merugikan orang lain atau membuat akibat-akibat 
seseorang tersakiti, terluka, pingsan, tidak berdaya lagi, atau bahkan 
menyebabkan matinya seseorang. 
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F. Pengrtian Kejahatan Penganiayaan 
Penganiayaan adalah suatu yang mengakibatkan terjadinya 
kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum. 
Mengenai pengertian penganiayaan ini. 
Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan 
bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 
yang merumuskan bahwa penganiayaan berasal dari kata aniaya yang 
berarti melakukan pebuatan sewenang-wenang seperti melakukan 
penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka 
penganiyayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat 
menngakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit (W.J.S. 
Powerdaminta, 1987: 481) 
1. Unsur-Unsur penganiayaan 
Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan 
adalah dari Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP. Pada rumusan pasal-
pasal tersebut, dapat ditemui kalimat-kalimat seperti barangsiapa, luka 
berat, merusak kesehatan menjadikan sakit dan berhalangan untuk 
melaksanakan jabatan atau pekerjaan. 
Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah 
sebagai berikut: 
a. Unsur obyektif, yaitu: 
1) Unsur barangsiapa, yang dimaksud dengan barangsiapa 
adalah orang yang melakukan perbuatan penganiayaan, yang 
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mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak 
pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan. 
2) Unsur menjadikan sakit, halangan melakukan jabatan atau 
pekerjaan, unsur menjadikan/menyebabkan luka-luka berat 
atau luka parah, unsur merusak kesehatan, dan unsur 
menyebabkan kematian (bukan sebagai maksud dan tujuan). 
Unsur-unsur tersebut harus merupakan sebagai tujuan yang 
ditujukan kepada orang yang dianiaya, bukan merupakan 
suatu akibat dari penganiayaan. 
b. Unsur subyektif, yaitu: 
Unsur dengan sengaja, pengertian sengaja menurut ilmu hukum 
dibagi atas 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut: 
1) Sengaja sebagai maksud, yaitu adanya kehendak untuk 
melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang dimaksud. 
2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, yaitu mengetahui 
dengan 
pasti atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksud, akan 
terjadi 
suatu akibat lain. 
3) Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, yaitu bahwa 
seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk 
menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku 
menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga 
dilarang dan diancam oleh undang-undang. Dalam 
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doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana,penganiayaan 
mempunyai unsur sebagai berikut: 
a) Adanya kesengajaan; 
b) Adanya perbuatan, dan 
c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu: 
1) Rasa sakit pada tubuh, dan 
2) Luka pada tubuh. 
Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur 
kedua dan ketiga berupa unsur objektif. 
2. Jenis-Jenis Penganiayaan 
Berdasarkan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak 
pidana penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 
358 KUHP, maka jenis penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) 
jenis yaitu: 
a. Penganiayaan biasa 
Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus 
rupiah). 
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah 
dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun. 
(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum 
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penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang 
dengan sengaja. 
(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
b. Penganiayaan ringan 
Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang 
rumusannya sebagai berikut: 
(1) Selain daripada apa yang tersebut dalam pasal 353 KUHP dan 
356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit 
atau halangan untuk tidak melakukan jabatan atau pekerjaan 
sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 
3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat 
ribu lima ratus rupiah. Hukuman ini boleh ditambah dengan 
sepertiga, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang 
bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya. 
(2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
 
c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu 
Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur 
dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: 
(1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih 
dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. 
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum 
      penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 
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(3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum 
penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. 
d. Penganiayaan berat  
Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang 
rumusannya sebagai berikut: 
(1)Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, 
dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun. 
(2)Jika perbuatan menjadikan kematian orangnya, si tersalah 
dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun. 
e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu  
Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur  
dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: 
 (1)Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamnaya 12 (dua 
belas) tahun. 
(2)Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si 
tersalah dihukum selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.  
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa 
pengertian penganiayaan berat adalah perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat yang merupakan 
tujuan utama dan bukan merupakan suatu akibat saja. Jadi niat si pelaku 
harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya bahwa luka berat harus 
dimaksudkan oleh si pembuat atau pelaku. Jika luka berat hanya sebagai 
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akibat saja dan bukan tujuan, maka itu termasuk ke dalam kualifikasi 
penganiayaan biasa yang berakibat luka berat yaitu Pasal 351 ayat (2) 
KUHP. 
 
G. Pengertian Kejahatan Pembunuhan 
Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, 
perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan 
adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi 
tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik 
material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan 
timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-
undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan 
yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, 
yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. 
Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP Bentuk kesalahan tindak 
pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) 
dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan (dolus) adalah suatu perbuatan 
yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak 
direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya 
”niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. 
Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat 
dibedakan menjadi  
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1. Pembunuhan yang di lakukan dengan sengaja 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan 
tindak pidana dalam bentuk pokok (Doodslag In Zijn Grondvorm), yaitu 
delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-
unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: 
     “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena            
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 
Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: 
“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu 
merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan 
rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” 
 
Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa 
pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling 
lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup 
kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima 
belas tahun penjara. Dari ketentuan dalam Pasal tersebut. 
a. Unsur subyektif : “Dengan sengaja” (Doodslag) artinya bahwa 
perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul 
seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud 
dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk 
tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud 
sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja 
untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan 
direncanakan terlebih dahulu (Met voorbedachte rade). 
b. Unsur obyektif : Unsur obyektif yang pertama dari tindak 
pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh 
kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, 
dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus 
mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk 
menghilangkan nyawa orang lain. 
Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa 
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orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan 
tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap 
bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam 
Pasal 338 KUHP. 
Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak 
mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan 
dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja 
orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan 
khusus dengan pelaku. 
2. Pembunuhan tidak sengaja. 
Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan 
bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. 
Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusannya sebagai 
berikut : 
“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang 
lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
kurungan paling lama satu tahun.” 
 
Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua 
macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa 
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama 
satu tahun. Ketidaksengajaan adalah suatu perbuatan tertentu terhadap 
seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini 
dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif 
misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada 
kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga 
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mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk 
kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena 
tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif 
misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa 
orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk 
kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif. 
 
H. Fenomena Eigenrichting (Tindakan Main Hakim Sendiri) 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia main hakim sendiri atau 
istilah hukumnya Eigenrichting adalah menghakimi orang lain tanpa 
mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dng pemukulan, 
penyiksaan, pembakaran dan lain sebagainya. Eigenrichting dalam ilmu 
hukum yaitu merupakan tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak. 
Tindakan ini yaitu seperti memukul orang yang telah menipu kita, ataupun 
tindakan menyekap orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada 
kita. Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan 
untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-
wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Sebagai 
sebuah Negara dengan doktrin Negara hukum seperti yang termaksud 
dalam Pasal 1 ayat   (3) UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah sebuah 
negara hukum”. Tentu tindakan main hakim sendiri tidak memiliki satupun 
alasan pembenar dari sisi normative.  
Dalam hukum, perorangan tidak diperkenankan melaksanakan 
sanksi kepada sesorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan 
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sanksi adalah monopoli penguasa. Seperti yang ditegaskan Blackstone 
(Achmad Ali: 2008:25) “Law is a rule of action prescribed or dictated by 
some superior which some interior is bound to obey”. “Hukum adalah 
suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang 
berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati”. Dari proposisi 
yang ditegaskan oleh Blackstone tersebut mengindikasikan bahwa semua 
bentuk tindakan hukum terhadap pelanggaran maupun kejahatan adalah 
otoritas pemerintah. Masyarakat di luar dari pemerintah sebagai pemiliki 
otoritas tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan sebuah tindakan 
karena secara normative tidak memiliki dasar legitimasi. Tetapi dari 
konteks sosiologi, eigenrichting masih marak terjadi. Kecenderungan 
massa ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap 
basah langsung melakukan pemukulan. Jelas tindakan ini tidak punya 
alasan pembenar dari sisi hukum apalagi ketika kita kembali pada 
kesimpulan bahwa hukum adalah otoritas penguasa dalam hal ini 
diwakilkan melalui lembaga-lembaga hukum. Kecenderungan ini akan 
banyak ditemui dengan maraknya kasus pemukulan yang dilakukan 
secara beramai-ramai oleh massa. Massa tidak bisa mengendalikan 
emosi ketika berhadapan dengan situasi seperti ini.  
 Tindakan menghakimi sendiri itu dilarang pada umumnya tetapi 
tidak selalu demikian. Ada juga tindakan yang sebenarnya dikategorikan 
main hakim sendiri atau eigenrichting tetapi memiliki alasan pembenar 
ataupun alasan pemaaf. Alasan pembenar dan pemaaf kemudian 
sehingga suatu perbuatan sekalipun dikategorikan sebagai tindakan main 
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hakim sendiri tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebab 
adanya alasan pembenar ataupun pemaaf menjadikan suatu unsure 
pidananya menjadi gugur. Setiap pelanggaran kaedah hukum pada 
dasarnya harus dikenakan sanksi, setiap pembunuhan, setiap pencurian 
harus ditindak, pelakunya harus dihukum. Tetapi ada perbuatan-
perbuatan tertentu yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran 
kaedah hukum tetapi pelanggarnya tidak dikenakan sanksi. 
Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan 
pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh 
perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa 
terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali. Smelser 
mempertanyakan kenapa perilaku kolektif terjadi. Dia merinci enam faktor 
yang menurutnya menentukan untuk terjadinya perilaku atau kekerasan 
kolektif, enam faktor tersebut adalah : 
1. Adanya pendorong struktural (structural condusivenness) 
2. Ketegangan struktural (structural strain) 
3. Tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang 
digeneralisasikan (Growth and spread of  belief) 
4. Factor-faktor pencetus (precipitating factors) 
5. Mobilitas para pemeran serta pada tindakan (Mobilization of  
Partisipants for action) 
6. Bekerjanya pengendalian sosial (The operation of social control) 
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Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam kerangka 
teori Smelser ini faktor-faktor penentu perilaku kolektif tersebut 
diorganisasikan dengan konsep nilai tambah. Menurut Smelser, faktor-
faktor terdahulu perlu ada sebelum faktor berikutnya dapat terwujud. 
Dengan demikian faktor-faktor penyebab tingkah laku tersebut membentuk 
kombinasi menurut suatu pola yang pasti. 
a) Faktor penentu perilaku kolektif pertama, structural conduciveness, 
ialah segi-segi struktural dari situasi sosial yang memungkinkan 
terjadinya perilaku kolektif tertentu. Hal ini terlihat misalnya dengan 
adanya kejadian penyerangan, perusakan dan pembakaran 
terhadap aset-aset milik perorangan/kelompok dengan tanpa 
adanya reaksi aparat terkait, dan pembiaran dari masyarakat luas. 
b) Faktor kedua structural strain, menurut Smelser mengacu pada 
berbagai tipe ketegangan struktural yang tidak memungkinkan 
terjadinya perilaku kolektif. Namun agar perilaku kolekif dapat 
berlangsung perlu ada kesepadanan antara ketegangan struktural 
ini dengan dorongan struktural yang mendahuluinya. Namun 
keadaan itu tidak akan melahirkan tingkah laku kolektif, karena 
memerlukan kondisi lanjutan. 
c) Faktor ketiga Growth and spread of a generalized belief adalah 
tumbuh dan berkembangnya kepercayaan/keyakinan bersama. 
Misalnya cap dan klaim terhadap suatu aliran sebagai sesat. 
Pemahaman seperti itu menyebar dan dipahami secara sama oleh 
anggota kelompok. Keadaan ini mengacu pada ketika situasi 
menjadi bermakna bagi orang-orang yang berpotensi menjadi 
pelaku-pelaku kolektif dengan adanya penyebarluasan gagasan 
yang dapat membuka wawasan individu kearah yang lebih dinamis. 
Kondisi ini dapat menimbulkan perilaku kolektif dari individu yang 
telah mengalami perkembangan pemikiran. Makna yang harus 
dipahami itu terkandung dalam generalized belief yang mampu 
mengidentifikasi sumber ketegangan menentukan sumber tersebut 
dan merinci tanggapan terhadap sumber itu. Kendatipun faktor 
penentu sudah sampai pada tahapan ini, namun untuk munculnya 
tingkah laku kolektif diperlukan adanya kondisi khusus yaitu faktor 
penentu. 
d) Faktor keempat Precipatating factors, merupakan faktor situasional 
yaitu adanya suatu peristiwa yang menegaskan pendorong 
struktural, ketegangan struktural dan kepercayaan umum rentang 
sumber ketegangan yang memicu timbulnya tingkah laku kolektif. 
Namun kendatipun ke empat faktor diatas sudah terakumulasi 
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belum akan melahirkan tingkah laku kolektif. Untuk terjadinya 
tingkah laku kolektif masih memerlukan faktor berikutnya. 
e) Faktor kelima, Mobillization of partisipants for actions, menurut 
Smelser tinggal inilah yang perlu untuk dipenuhi untuk kemudian 
terjadi tingkah laku kolektif. Dalam proses ini peranan figur yang 
dapat memberikan simpati kepada masyarakat untuk melakukan 
tindakan kolektif sangat diperlukan. 
f) Faktor keenam, The operation of social control, memegang 
peranan penting bagi terjadinya tingkah laku kolektif. Dalam setiap 
tahap proses tersebut diatas, bila pranata pengendalian sosial 
dapat mengintervensi tahapan-tahapan faktor penentu tingkah laku 
kolektif diatas, maka timbulnya tingkah laku kolektif dapat 
dihindarkan. 
 
Dalam konteks tindakan main hakim sendiri terhadap tindakan 
pelanggaran-pelanggaran tertentu apabila pelakunya dihukum justru akan 
menimbulkan keresahan didalam masyarakat, karena dirasa kurang layak 
dan akan mengganggu keseimbangan didalam masyarakat. Pebuatan-
perbuatan ini dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu;  
1. Perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran 
kaedah hukum tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan 
atau mempunyai dasar pembenaran (rechtvaardigingsgrond). 
Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam hal ini adalah 
keadaaan darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-
undang dan perintah jabatan.  
a) Keadaan darurat, Merupakan konflik kepentingan hukum 
atau antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum 
dimana kepentingan kecil harus dikorbankan terhadap 
kepentingan yang lebih besar. Keadaan darurat ini dapat 
menjadi dasar penghapusan hukum. Untuk adanya keadaan 
darurat, perbuatan yang dilakukan itu harus sungguh-
sungguh dalam keadaan terpaksa untuk membela diri. 
Alasan keadaan terpaksa atau daya paksa tidak dapat 
diterima jika keadaan memaksa yang diajukan, oleh undang-
undang sudah diperhitungkan terlebih dahulu.  
b) Pembelaan terpaksa, Pembelaan terpaksa atau pembelaan 
dalam keadaan darurat (noodweer) merupakan alasan untuk 
dibebaskan dari hukuman karena melakukan pembelaan diri, 
kehormatan atau barang secara terpaksa terhadap serangan 
yang mendadak dan melanggar hukum (Pasal.49 KUHP). 
Dalam keadaan darurat, harus ada serangan yang langsung 
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dan bersifat melawan hukum, kalu tidak maka tidak mungkin 
adanya pembelaan terpaksa. Bagi hakim cukup dengan 
membuktikan ada tidanya penyerangan.  
c) Ketentuan undang-undang, Dalam Pasal 50 KHUP 
menjelaskan barang siapa yang melaksanakan ketentuan 
undang-undang tidak dapat dihukum. Ketentuan undang-
undang menghalalkan perbuatan yang didasarkan atas 
ketentuan undang-undang tersebut. Melaksanakan undang-
undang tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan 
yang diperintahkan undang-undang saja, tetapi juga meliputi 
perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang 
diberikan oleh undang-undang.  
d) Perintah jabatan, Dalam Pasal 51 KUHP menjelaskan bahwa 
melaksanakan perintah jabatan dari kekuasaan yang 
berwenang untuk memerintahkan tidak dapat dihukum. 
Membunuh orang dilarang dalam undang-undang dan 
diancam dengan hukuman. Akan tetapi bila ada seprang 
prajurit dalam suatu operasi militer atas perintah 
komandannya menembak mati seseorang ia tidak dihukum 
karena ia harus menaati perintah atasannya.  
2. Perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran 
kaedah hukum tetapi tidak dkenakan sanksi karena si pelaku 
pelanggaran dibebaskan dari kesalahan 
(schuldopheffingsgrond). Perbuatan ini terjadi karena apa yang 
dinamakan force mayeur, overmacht atau keadaan terpaksa, 
yaitu keadaan atau kekuatan diluar kemampuan manusia pasal 
48 KUHP. Keadaan darurat atau moodtoestand merupakan 
salah satu bentuk force mayeur. Jadi, ada dua penyimpangan 
dari kaedah hukum yaitu penyimpangan yang merupakan 
pengecualian dan yang merupakan penyelewengan atau 
pelanggaran. Yang dimaksudkan dengan penyimpangan yang 
merupakan pengecualian ialah bahwa penyimpangan itu tidak 
dikenakan sanksi. Penyimpangan itu pada hakekatnya 
merupakan pelanggaran kaedah, tetapi dikecualikan dari 
pelanggaran lain karena tidak dikenakan sanksi. 
  
I. Bentuk Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)  
Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat 
terhadap suatu peristiwa kejahatan yang malah menciptakan suasana 
tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang 
telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan 
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suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri 
pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak 
pidana yang telah diuraikan dimuka maka akan tampak jelas bahwa apa 
yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang 
tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan 
sampai dengan membakarnya hidup- hidup merupakan suatu bentuk lain 
dari kejahatan (Andi Hamzah 1986:167).  
Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara 
massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari 
pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang 
diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan 
suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. 
Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) 
terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat 
bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, 
hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang 
lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan 
secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata “massa”. 
Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada 
perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas 
maksimalnya. Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan 
oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam 
melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah 
yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak 
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langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin 
kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun 
sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang 
menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik 
menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non 
fisik. Hal ini di atur dalam Pasal 170 KUHP. (Andi Hamzah, 2009:7) 
Pasal 170 KUHP berbunyi demikian: 
“(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-
lamanya lima tahun enam bulan. 
(2) Tersalah dihukum: 
1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan 
sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang 
dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.  
2. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun,jika 
kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh  
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika 
kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”  
 
Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai 
berikut: 
1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi 
pelaku.  
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik 
dapat melihatnya  
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang 
atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa 
perbuata itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki 
tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik 
culpa).  
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini 
biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.  
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada 
orang atau barang sebagai korban. 
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Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk 
menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang 
terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan Pasal 170 KUHP 
mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang 
siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah” dengan tenaga 
bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut 
penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak 
teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada 
orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga 
bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik 
sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.  
Jadi Pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner 
atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya 
dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik 
penyertaan, karena dalam pasal-pasalnya jelas mengenai kedudukan 
para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang 
reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) 
dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis 
dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai 
tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain. 
Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait 
tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap 
kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami 
kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana 
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yang dilkukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah 
massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata “massa” adalah dua orang 
untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa dalam hal 
ini ada 2 kategori dari jumlah massa yaitu, massa yang jelas berapa 
jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya (Adami 
Chazawi, 2002:123). 
Untuk massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana 
massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya 
serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan 
pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada 
delik penyertaan. Sedangkan untuk massa yang tidak jelas berapa banyak 
jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung 
dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua 
massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya 
saja.  
 
J. Penanggulangan Kejahatan (Criminal Prevention) 
 Eigenrichting sebagai sebuah tindakan main hakim sendiri adalah 
suatu perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, 
sebuah tindak pidana yang memerlukan upaya penanggulangan. Dan 
secara umum dikenal ada tiga upaya pencegahan sebagai berikut: 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 
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Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan  secara 
Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada 
niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin 
mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang 
ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan 
menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif 
kesempatan untuk melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan 
ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet)  dengan 
menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di 
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan lokasi penelitian pada 
Polrestabes Makassar dengan maksud untuk mendapatkan informasi 
mengenai tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa 
terhadap pelaku kejahatan, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa di 
Kota Makassar tersebut terdapat banyak kasus tindakan main hakim 
sendiri, sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang 
berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar 
untuk menunjang hasil penelitian: 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
berkompeten (polisi), dan pelaku main hakim sendiri.  
2. Data sekuder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
seperti dokumen termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan 
perundang-undangan dan peraturan lainnya serta melalui media 
massa yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian 
ini.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 
memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
1. Field Research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data 
primer dikumpulkan penulis melalui wawancara langsung dengan 
pihak-pihak yang berkompeten (polisi), dan pelaku main hakim 
sendiri. Data sekuder diperoleh melalui dokumen, dan arsip-arsip 
yang diberikan oleh pihak kepolisian. 
2. Library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan 
membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan 
mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek 
yang akan dikaji. 
 
D. Analisis Data  
Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif 
salanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk 
memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah 
yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindakan main 
hakim sendiri. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
Kota Makassar terletak antara 119º24'17'38” Bujur Timur dan 
5º8'6'19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan 
Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan 
Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah 
Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan.  
 Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas 
wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, 
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, 
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah barat 
berbatasan dengan Selat Makassar. Topografi pada umumnya berupa 
daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5–10 meter dari 
permukaan laut.  
Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km2 yang terbagi 
kedalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah 
daratan, Kota makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat 
dilihat sepanjang garis pantai Kota makassar. Adapun pulau-pulau di 
wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan 
Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan 
pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau 
Sangkarang, atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau lebih dikenal 
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dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau 
Lanjukang (terjauh), pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone 
Tambung, Pulau Kodingareng, pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang. 
Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau 
Gusung, dan Pulau Kayangan (terdekat).  
Penduduk Kota Makassar sensus penduduk tahun 2010 tercatat 
sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 
perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2009 
tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis 
kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin 
penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 
100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki.  
Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, 
menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah 
Kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen 
dari total penduduk, disusul Kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa 
(11,40 persen). Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 
persen), dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 
29.064 jiwa (2,28 persen). Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan 
Makassar adalah terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul 
Kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km persegi), Kecamatan Bontoala 
(29.872 jiwa per km persegi). 
Sedang Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan 
kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi, 
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kemudian kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per km persegi), Manggala 
(4.163 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km 
persegi), Kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km persegi. Wilayah-
wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih 
memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 
(tiga) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala. 
Kondisi sosial untuk kota Makassar khususnya untuk peradilan dan 
kriminal jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan ada 839 orang 
(laki-laki  sebanyak 675 orang dan perempuan sebanyak 164 orang) 
jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana 
hal ini disebabkan meningkatnya kriminalitas di kota makassar. Gambaran 
ini mencerminkan bagaimana penegakan hukum di kota Makassar yang 
masih belum efektif. Data ini diliris oleh pemerintah kota Makassar melalui 
Badan Pusat Statistik kota Makassar. Gambaran ini akan menjadi salah 
satu acuan dalam menganalisis problematikan sosial khususnya 
fenomena tindakan main hakim sendiri Eigenrichting yang akhir-akhir ini 
marak terjadi 
 
B. Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) 
Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan fakta tentang apa-
apa saja faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan 
main hakim sendiri atau dikenal dengan istilah Eigenrichting. Pada 
dasarnya faktor-faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dapat 
dianalisis dalam dua ruang lingkup analisa yakni lingkup hukum dan 
lingkup psikologi sosial. Kedua ruang lingkup tersebut memiliki 
 
 
47 
keterkaitan. Pertama, pada lingkup aspek keberadaan hukum, main hakim 
sendiri secara tidak langsung mengindikasikan adanya upaya 
pengesampingan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada 
lingkup kedua, yakni psikologi sosial, main hakim sendiri bukanlah suatu 
perilaku yang muncul secara apa adanya melainkan timbul dari suatu 
sebab dan muncul melalui sebuah proses.        
Hukum dan perundang-undangan merupakan dua hal yang 
memiliki kesamaan namun di sisi lain juga berbeda. Kesamaan dari 
keduanya adalah sama-sama berfungsi sebagai pedoman perilaku atau 
norma agar tercipta kehidupan yang aman tentram dan damai, hukum 
berfungsi sebagai a tool of social enginering. Sedangkan perbedaan 
antara keduanya terkait dengan bentuk dan ruang lingkupnya. Hukum 
merupakan wujud peraturan yang lebih luas dibandingkan dengan 
perundang-undangan. Hukum tidak selalu dalam bentuk tertulis melainkan 
dapat pula berbentuk tidak tertulis. Sebaliknya perundang-undangan 
adalah peraturan yang berbentuk tertulis dan merupakan bagian dari 
hukum.  
Setiap masyarakat, baik dalam wilayah administrasi pedesaan 
maupun perkotaan yang secara kultur primitif maupun modern memiliki 
dan memberlakukan hukum. Jenis hukum yang berlaku dapat berbeda-
beda bentuk dan pelaksanaannya. Pada sebagian besar masyarakat 
pedesaan secara kultur kecendrungannya masih menggunakan hukum 
adat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah 
hukum masih dilakukan secara konvensional dengan mengedepankan 
hukum adat yang bentuknya tidak tertulis. Sistem kekerabatan yang masih 
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kuat juga ikut berpengaruh dalam penyelesain hukum masyarakat 
pedesaan. Sedang pada masyarakat perkotaan lebih cenderung 
mengedepankan hukum tertulis dalam penyelesaian masalah hukum. 
Perbedaan secara kultur ini jelas mengindikasikan bahwa bentuk hukum 
yang berlaku memiliki hubungan dengan bentuk masyarakat. 
Adanya perbedaan bentuk maupun secara kultur, hukum yang 
berlaku di masyarakat masih tetap memiliki fungsi yang sama yang 
bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. 
Atas dasar itu kemudian berbagai cara dilakukan agar tujuan tersebut bisa 
dicapai, mulai dari pembentukan perangkat dan lembaga-lembaga hukum 
sampai pada pembentukan kultur hukum. Namun upaya tersebut tidak 
selalu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keberadaan 
perangkat hukum, lembaga yang berwenang, masih saja sebagian 
masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum melakukannya dengan 
cara di luar dari prosedur hukum yang ada, baik dari sisi aturan maupun 
wewenang. Hal ini kemudian yang kita sebut sebagai tindakan main hakim 
sendiri atau Eigenrichting. 
Dari hasil wawancara penulis dengan Penyidik Bagian reserse 
Kriminal Brigadir Polisi Erianto menjelaskan bahwa : 
“Untuk wilayah Makassar masih ada kecenderungan untuk 
melakukan tindakan main hakim sendiri “Eigenrichting” ketika 
masyarakat menemukan pelaku kejahatan. Masyarakat biasa 
melakukan pengeroyokan ketika menemukan pelaku kejahatan. 
Perilaku masyarakat tersebut muncul secara spontanitas ketika 
menemukan pelaku kejahatan. (Hasil wawancara, 13 September 
2015) 
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Beragam jenis kejahatan banyak terjadi, dan yang umumnya pelaku 
kejahatan yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri adalah 
pelaku pencurian. Tindakan main hakim sendiri bukan hanya disebabkan 
karena ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum dan institusi hukum 
dalam hal ini yang dimaksud adalah penegaknya. Tindakan main hakim 
sendiri secara tidak langsung memang merupakan bentuk 
pengesampingan hukum. Kasus pencurian misalnya, bahwa jelas untuk 
pelaku pencurian telah ada ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku, yakni dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII yang membahas 
tentang pencurian yang diatur dalam enam Pasal, yakni 362 hingga Pasal 
367. Dalam pasal-pasal tersebut tersebut dijelaskan tentang berbagai 
bentuk pencurian dengan klasifikasi sanksi pidana yang disesuaikan 
dengan jenis dan ancaman pidana penjara maksimal 5 sampai 9 tahun 
atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. 
Makassar yang berkembang sebagai kota metropolitan tentu tidak 
lepas dari dari beragam bentuk kejahatan. Data yang penulis kumpulkan 
khusus dari laporan yang diterima di Polrestabes Makassar bahwa tidak 
ada data dalam bentuk kuantitatif yang disiapkan untuk mengukur berapa 
jumlah tindak main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat ketika 
menemukan atau menangkap pelaku kejahatan. Namun untuk 
perkembangan tindak main hakim sendiri dapat dibuktikan secara empiris 
dengan maraknya kasus yang diterima dan ditangani dikepolisian di 
bawah wewenang KAMTIBNAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu 
faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri 
disebabkan oleh adanya dorongan yang merupakan perwujudan dari apa 
yang diistilahkan oleh Smelser sebagai a hostile outburst (ledakan 
amarah) atau a hostile frustration (ledakan tumpukan kekecewaan). Hal ini 
bisa disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
pranata hukum. Pranata hukum dipandang sudah tidak mampu 
menegakkan hukum atau peraturan yang ada, maka tindakan main hakim 
sendiri dijadikan masyarakat sebagai cara untuk melampiaskan emosi. 
Pranata hukum dipandang tidak mampu memberikan pemenuhan rasa 
keadilan bagi masyarakat.  
Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat hakekatnya untuk 
memberikan jaminan keamanan dan ketenteraman. Jaminan dan 
ketenteraman yang dimaksud tidak hanya sebatas pada aspek pemberian 
sanksi kepada pelaku kejahatan yang tertangkap sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan semata, namun juga efek jera dan takut 
bagi pihak yang akan melakukan kejahatan. Sehingga dengan adanya 
realisasi keamanan dan ketentraman akan dapat menjadi jaminan 
tercapainya harapan-harapan masyarakat terhadap keamanan hak 
haknya. Namun apabila realisasi hukum sebagai jaminan keamanan dan 
ketentraman terhadap masyarakat kurang atau bahkan tidak sesuai 
dengan harapan masyarakat, maka yang akan terjadi adalah tidak adanya 
kepercayaan terhadap efek keberadaan hukum di masyarakat. 
Kekurangpercayaan aparat kepolisian dan penegak hukum dalam 
memberantas dan memberikan efek jera kepada para pelaku begal dan 
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jambret, membuat warga main hakim sendiri saat menangkap pelaku 
begal dan jambret. 
Selain itu penulis juga mewawancarai secara langsung kepada 
masyarakat penilaiannya secara lisan terhadap penegakan hukum 
khususnya spesifik terhadap kejahatan pencurian dan perampokan yang 
pernah marak dilakukan oleh genk motor. Hasil wawancara ini kemudian 
menjadi indikator penulis untuk memberikan pertanyaan kepada responden  
terkait kepuasan terhadap permasalahan penegakan hukum di Kota 
Makassar.  
Berikut salah satu petikan wawancara penulis kepada salah satu 
warga yang pernah terlibat dalam tindakan main hakim sendiri. 
Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persfektif 
masyarakat sebagai pelaku tindakan main hakim sendiri. Pelaku atas 
nama wawan(bukan nama sebenarnya)  jl.rappocini raya gang 1: 
“Kita (Masyarakat) ketika menemukan pelaku kejahatan maka 
spontanitas akan melakukan pemukulan, apalagi ketika yang 
menjadi korban adalah kita atau keluarga. Sebab kalaupun 
tertangkap dan diserahkan keaparat biasanya tidak ditindak tegas 
bahkan sampai dilepas begitu saja, inikan berbahaya sebab 
melepas orang yang terbiasa melakukan kejahatan di tengah-
tengah masyarakat”.  (Hasil wawancara 15 september 2015) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut kita dapat menyimpulkan 
bahwa walaupun tindakan main hakim tersebut tidak memiliki alasan 
pembenar secara normatif namun dapat disimpulkan bagaimana sikap 
masyarakat terhadap penegakan hukum. Masyarakat memandang 
pranata hukum tidak mampu memberikan pemenuhan rasa keadilan. Atas 
dasar itu kemudian hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam 
penegakan hukum adalah pengadilan sebagai muara dalam proses 
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pencarian keadilan. Pengadilan sebagai sebuah pranata sosial dipandang 
sebagai satu-satunya institusi dalam memberikan pemenuhan rasa 
keadilan bagi masyarakat. Pengadilan sebagai institusi pencari keadilan 
sampai saat ini dipandang belum dapat memberikan rasa puas bagi 
masyarakat khususnya masyarakat bawah. Faktor terpenting yang 
berperan dalam upaya penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat 
adalah tegaknya para aparat penegak hukum dalam mengemban tugas 
dan amanahnya. Hal ini di sebabkan aparat penegak hukum merupakan 
subyek dan obyek dari hukum. Artinya selain sebagai aparat yang 
bertugas untuk memberikan perlindungan dan ketenteraman serta rasa 
keadilan pada masyarakat ia juga sebagai masyarakat biasa yang tidak 
bisa lepas dari jangkauan hukum. Oleh sebab itu baik dan buruknya 
penegakan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sangatlah 
tergantung pada kejujuran dan kewibawaan dari para aparat penegak 
hukum dalam mengembangkan tugasnya. 
 Penegakan hukum yang terjadi bisa kita katakan masih kurang dari 
rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak lain di 
sebabkan oleh prilaku dari aparat penegak hukum dalam mengembanG 
tugasnya terjebak dalam praktek KKN yang hanya mementingkan urusan 
pribadi belaka seperti kasus Simulator Surat Izin mengendara (SIM) yang 
melibatkan aparat Kepolisian. Dalam prakteknya seringkali kita juga 
menemukan perilaku dari aparat hukum yang merugikan masyarakat. 
Seperti dalam proses penyidikan seringkali aparat dalam menjalankan 
tugasnya untuk memperoleh informasi dari para tersangka seringkali 
menggunakan kekerasan. 
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Hal lain yang sering terjadi pada saat penggeledahan aparat juga 
seringkali tidak memenuhi rambu-rambu yang berlaku yang ditetapkan 
dalam UU. Seperti harus mengembalikan barang-barang yang dalam 
proses penggeledahan ke tempat semula. Padahal dalam UU di jelaskan 
bahwa setelah pengeledahan barang-barang yang di pindahkan harus di 
kembalikan seperti sebelum penggeledahan. Menyikapi hal tersebut 
sebenarnya UU sudah mengaturnya seperti yang di atur dalam pasal 95 
KUHAP tentang rehabilitasi dan ganti rugi. Namun dalam kenyataannya 
hal tersebut tidak di jalankan oleh aparat penegak hukum. Dari produk 
hukumnya sendiri, kebanyakan belum bisa mewujudkan dan mengayomi 
rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain hukum-hukum 
yang ada sekarang kebanyakan bersifat reaksioner, artinya UU tersebut di 
ciptakan ketika ada sebuah peristiwa atau kejadian. Kelemahan dari UU 
yang lahir dari adanya peristiwa adalah apabila ada kejadian yang lain 
maka UU tersebut tidak bisa di gunakan. Selama ini tataran konsep 
hukum kita bisa di katakan sudah cukup baik walaupun sebagian besar 
hukum yang ada sekarang merupakan produk warisan dari para penjajah 
yang di adakan tambal sulam di sana-sini. Akan tetapi pada tataran 
aplikatifnya hukum yang ada sekarang ini bisa kita katakan masih kurang 
bisa memenuhi rasa keadilan dari masyarakat hal ini tidak lain disebabkan 
oleh prilaku dari aparat penegak hukum itu sendiri. Melihat kenyataan 
yang demikian itu masyarakat menjadi kecewa terhadap aparat penegak 
hukum yang berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 
hukum yang ada yang di tandai dengan makin banyaknya aksi main hakim 
sendiri. 
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Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan 
anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam 
menanggulangi masalah kejahatan dan dianggap lamban dalam 
menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap 
penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya 
anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa 
keamanan dan ketenteramannya terganggu untuk melakukan tindakan 
main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses 
hukum yang berlaku. Padahal perbuatan main hakim sendiri itu bukan 
merupakan penghukuman yang benar karena proses penghukuman 
terhadap pelaku kejahatan tergantung kepada sistem hukum. Selain itu 
dalam ranah hukum pidana terdapat asas praduga tidak bersalah 
(Presumption of innocence), Jadi seseorang tidak boleh dihukumi bersalah 
sebelum ada bukti yang cukup itupun dengan catatan harus ditindak oleh 
pihak yang berwenang.  
Maraknya tindakan main hakim sendiri di Makassar sebagian besar 
disebabkan dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak 
terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak 
ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur 
hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat 
sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan 
masyarakat. Dengan adanya kenyataan yang demikian ini maka 
masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam 
memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat kota makassar 
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merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku 
kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai 
dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan 
meninggalnya si korban atau pelaku tindak pidana. 
Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat Kondisi 
masyarakat di Makassar sebagian besar sangatlah emosional dalam 
menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan 
masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, hal itu juga 
dikarenakan rendahnya pengetahuan hukum, sebagian masyarakat tidak 
mengetahui bahwa pelaku kejahatan harus ditindak oleh pihak yang 
berwenang. Selain masih adanya perilaku masyarakat yang negative 
seperti suka mabuk-mabukan sehingga mudah memicu kemarahan dan 
lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan 
karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.  
 Kepercayaan masyarakat bahwa negara dalam hal ini yang 
direpresentasekan oleh lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan 
hukum di tengah masyarakat sangat rendah di samping rasa 
perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat sudah mulai tumpul. Hal 
ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik 
dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan 
masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya 
bukti yang ada dan kalaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, 
hukumnya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. 
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C. Upaya Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindakan Main 
Hakim Sendiri (Eigenrichting) 
Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa tinggi 
rendahnya tindakan main hakim sendiri Eigenrichting akan sangat 
ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. 
Kecenderungannya adalah bahwa jika kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga peradilan dalam proses hukum atau peradilan tinggi maka 
tindakan main hakim sendiri akan rendah atau berkurang, dan sebaliknya 
jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum atau peradilan 
rendah maka tindakan main hakim sendiri akan meningkat atau 
bertambah. Untuk konteks wilayah kota Makassar sebagaimana diketahui 
bersama bahwa fakta empiris menunjukkan masih sering terjadi tindakan 
main hakim sendiri maka kesimpulannya adalah bahwa kepercayaan 
masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) rendah. Atas 
dasar itu kemudian maka perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan 
oleh penegak hukum dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya penegak 
hukum meliputi tiga hal yakni upaya pre-emptif, preventif, represif. 
Uraiannya dijelaskan di bawah ini : 
1. Upaya Pre-emptif  
Upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Secara teoritis 
upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu 
tindak pidana akan tetapi pada praktiknya terkadang direposisi menjadi 
upaya meminimalisir, dalam artian bahwa tindakan itu pada dasarnya 
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memang sudah terjadi tinggal bagaimana mengurangi atau menekan 
kenaikan jumlah tindak pidana atau kriminalitas tersebut. Dalam 
penanganan tindakan main hakim sendiri maka pihak kepolisian kota 
Makassar akan melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya suatu 
tindakan main hakim sendiri, seperti yang disampaikan oleh Brigadir 
Erianto:  
“Untuk mencegah terjadinya suatu tindakan main hakim   sendiri 
maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah 
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, mulai dari keberadaan 
suatu perundang-undangan sampai pada tahapan menjadikan 
masyarakat sebagai bagian dari pihak yang ikut berpartisipasi 
dalam penegakan hukum, misalnya dengan cara mengajak 
msyarakat untuk tertib pada aturan lalu lintas. Tentu ini sejalan 
dengan semboyan kepolisian yaitu pengayom masyarakat”. (Hasil 
wawancara, 13 September 2015) 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diamati bagaimana upaya 
pencegahan tindakan main hakim sendiri oleh pihak kepolisian. Tahapan 
ini merupakan suatu proses internalisasi nilai, yakni bagaimana agar 
masyarakat taat dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku karena 
kesadarannya. Membangun masyarakat yang sadar hukum tentu 
merupakan suatu hal yang harus menjadi prioritas. Seperti adagium 
terkenal “lebih baik mencegah dari pada mengobati”, oleh sebab itu upaya 
pre-emptif perlu mendapat perhatian yang besar dari para aparat penegak 
hukum. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 
pembenahan sistem hukum sebagai bagian dari upaya pre-emptif 
terhadap munculnya tindakan main hakim sendiri. 
Sistem hukum itu sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu 
sistem hukum refrensif artinya sistem hukum yang dikaitkan dengan 
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masyarakat homogen yang didasarkan atas solidaritas. Sedangkan yang 
kedua yaitu sistem hukum restutif yaitu sistem hukum yang ditandai 
adanya kelompok-kelompok dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi yang 
utama untuk membentuk kembali integritas masyarakat yang kompleks. 
Sistem hukum yang pertama tidak terdapat pengkhususan. Warga 
masyarakat mempunyai pandangan hidup yang sama dan nilai-nilai 
hampir bersamaan. Penyimpangan ini akan menimbulkan reaksi sosial 
dan kemarahan yang serta merta. Hukum segera dijatuhkan agar orang 
lain takut untuk melakukan pelanggaran atau hal yang sama. 
Penghukuman sebagai upaya penegak hukum yang berwenang dan 
mendapatkan wewenang itu dari negara sebagai satu-satunya hak 
menghukum, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang KUHAP. Upaya ini tentunya harus mendapatkan dukungan 
langsung dari masyarakat tentunya dengan menjadikan masyarakat 
sebagai bagian dari pihak yang  ikut berpartisipasi dalam penegakan 
hukum.  
Membangun masyarakat yang sadar hukum tentu bukanlah suatu 
hal yang mudah. Keberadaan suatu ketentuan perundang-undangan tidak 
serta merta diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu sosialisasi 
peraturan perundangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 
membangun kesadarn hukum masyarakat. Untuk kota Makassar 
berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Erianto : 
 “Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah 
terjadinya tindakan main hakim sendiri bisa dengan melakukan 
kemitraan terhadap tokoh masyarakat, dan masyarakat secara 
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umum dengan melaporkan atau menyerahkan pelaku kejahatan 
kepada kepolisian apabila menemukan atau menangkap tangan 
pelaku kejahatan. Kemitraan tersebut bisa dengan mendekatkan 
diri kepada masyarakat atau membaur dengan masyarakat 
sehingga dengan cara persuasif tersebut masyarakat tidak 
melakukan tindakan main hakim sendiri. (Hasil wawancara, 13 
September 2016) 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diamati bagaimana upaya 
kepolisian sebagai institusi hukum dalam membangun kepercayaan 
terhadap masyarakat terhadap persoalan penegakan hukum. Upaya 
membaur dengan masyarakat merupakan suatu langkah yang dipandang 
efeisien, polisi sebagai bagian dari masyarakat sipil memang tidak boleh 
menjaga jarak dengan masyarakat khususnya masalah tanggung jawab 
terhadap masalah keamanan lingkungan. Kepolisian sebagai institusi 
penegak hukum dengan semboyan “pengayom masyarakat” harus 
menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga stabilitas 
keamanan. Dengan cara seperti itu diharapkan ke depan tindakan main 
hakim sendiri bisa dicegah sebab akan menimbulkan persoalan hukum 
baru di tengah-tengah masyarakat. 
2. Upaya Preventif (pencegahan) 
Upaya di jelaskan sebagai usaha suatu cara, sedangkan preventif 
dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam 
referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari 
jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya 
preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. 
Upaya Preventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang 
dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga 
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sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Upaya-upaya preventif ini 
adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam 
tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif 
yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya 
kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan untuk melakukan 
sebuah tindak pidana atau kejahatan ditutup 
Berikut ini adalah upaya-upaya preventif terhadap tindakan main 
hakim sendiri yang dilakukan oleh penegak hukum dalam konteks ini yang 
dimaksud adalah Kepolisian kota Makassar. Hasil wawacara dengan 
Brigadir Erianto: 
           “Untuk upaya pencegahan dengan menutup kesempatan terjadinya 
suatu tindakan main hakim sendiri, maka salah satu langkah yang 
ditempuh oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan patroli 
secara rutin. Cara ini terbukti efektif, karena selain mudah 
memantau bagaimana kondisi keamanan warga masyarakat kota 
Makassar seringkali juga ketika melakukan patroli polisi menemukan 
terjadinya suatu kejahatan. Tentu cara ini bisa mencegah tindakan 
main hakim sendiri sebab pelaku kejahatan akan langsung ditangani 
oleh kepolisian”. (Hasil wawancara, 13 September 2016) 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terlihat 
keseriusan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya suatu 
tindakan main hakim sendiri. Patroli yang dilakukan secara rutin selain 
memberikan jaminan rasa aman terhadap warga masyarakat kota 
Makassar, juga meruapakan upaya pencegahan terhadap tindakan main 
hakim sendiri. Sebab umumnya tindakan main hakim sendiri terjadi ketika 
dalam suatu peristiwa kejahatan tidak ada aparat yang melihat kejadian 
tersebut. Dengan melakukan patroli tentunya diharapkan penegak hukum 
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dalam hal ini kepolisian bisa langsung memantau kondisi keamanan 
warga masyarakat.  
3. Upaya Represif (Penindakan) 
Upaya represif adalah upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika 
suatu tindak pidana/kejahatan telah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan 
penegakan hukum (law enforcement) melalui tindakan pemberian 
hukuman. Untuk konteks tindakan main hakim sendiri Eigenrichting yang 
marak terjadi di kota Makassar maka perlu diupayakan adanya upaya 
represif dari pihak kepolisian terkait tindakan main hakim sendiri. Upaya 
represif bukan hanya sekadar memberikan efek jera bagi pelaku tindakan 
main hakim sendiri tetapi perlu dicermati bagaimana penanganan tindakan 
main hakim sendiri. 
Dari pihak kepolisian sebagaimana keterangan yang disampaikan 
oleh Brigadir Erianto. 
“Untuk tindakan main hakim sendiri maka langkah yang perlu 
ditempuh oleh polisi adalah dengan menangkap dan memidanakan 
pelaku tindakan main hakim sendiri khususnya orang yang diduga 
menjadi provokator sehingga muncul peristiwa tindakan main hakim 
sendiri. Sebab umumnya peristiwa tindakan main hakim sendiri biasa 
diprofokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. (Hasil 
wawancara, 13 September 2015) 
 
Pernah kejadian Tahun 2013 di kota Makassar yang berbatasan 
dengan Kabupaten Gowa pelaku percobaan pencurian meninggal dunia 
dihajar oleh massa sampai meninggal dunia, bahkan saking ironisnya 
jasad korban tindakan main hakim sendiri nyaris dibakar oleh warga, pihak 
kepolisian yang hadir di lokasi kejadian sudah mendapatkan pelaku 
percobaan pencurian dalam keadaan tidak bernyawa. Tentu saja tindakan 
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ini sangat bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, emosi 
masayarakat tidak mampu dikontrol sehingga melakukan pengeroyokan 
yang mengakibatkan hilangnya korban jiwa. Masyarakat gampang 
terprovokasi untuk melakukan pemukulan ketika menemukan pelaku 
kejahatan. (Seputar Indonesia, edisi 2013). Tentu ke depan hal ini 
membutuhkan perhatian yang serius mengingat meningkatnya angka 
kriminalitas di kota Makassar. Kasus kejahatan di Kota Makassar 
menunjukkan angka kenaikan di tahun 2015 ini. Aparat kepolisian pun 
dituntut untuk melakukan antisipasi untuk menekan angka 
kriminalitas.  Upaya represif dengan memberikan hukuman kepada pelaku 
tindakan main hakim sendiri merupakan tantangan tersendiri bagi 
kepolisian kota Makassar sebab tindakan main hakim sendiri melibatkan 
masyarakat dalam hitungan jumlah. Dalam rangka upaya represif aparat 
hukum memang diharapkan untuk lebih bertindak tegas terhadap segala 
pelanggaran hukum oleh warga, termasuk pelanggaran oleh aparat 
sendiri. Pelaku main hakim sendiri harus segera ditindak tegas guna 
mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan. Pemerintah kota Makassar 
juga perlu mengambil tindakan tegas kepada kelompok-kelompok tertentu 
yang kerap melakukan tindakan main hakim sendiri. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan   
Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan diatas, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh 
massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:  
a) Faktor internal pelaku main hakim sendiri, antara lain:  
 Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum 
dalam menangani pelaku tindak pidana .  
 Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana  
 Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya pelaku lain takut 
melakukan hal yang sama.  
 Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah 
kebiasaan dalam masyarakat.  
 Ikut-ikutan  
 Faktor rendahnya tingkat pendidikan   
b) Faktor eksternal pelaku main hakim sendiri, antara lain:  
 Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap 
tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa  
 Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam 
menangani kasus-kasus tindak pidana.  
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2. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim 
sendiri (eigenrechting) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara 
lain:  
a) Pre-emptif, yaitu Pencegahan dini yang bisa dilakukan oleh 
penegak hukum dalam menanamkan nilai atau norma 
khususnya kepolisian adalah dengan melakukan sosialisasi 
hukum terhadap masyarakat, mengajak masyarakat untuk taat 
hukum, menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat. 
b) Preventif, yaitu  Membangun kewibawaan dan kepastian hukum 
yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan 
dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin.  
c) Represif, yaitu memperoses pelaku main hakim sendiri terhadap 
pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, 
dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian. 
 
B. Saran  
Berdasarkan pembahasan yang di paparkan diatas, maka saran  
penulis sebagai berikut:  
1. Kepolisian harus lebih tegas dalam menindak anggota 
masyarakat atau massa yang melakukan tindakan main hakim 
sendiri terhadap pelaku tindak pidana untuk menghilangkan 
anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal 
yang wajar dan pantas.  
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2. Peningkatan penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran 
hukum rakyat sehingga tidak melakukan tindakan main hakim 
sendiri.  
3. Menambah personil kepolisian untuk lebih meningkatkan 
tindakan reprensif dan preventif baik terhadap pelaku tindak 
pidana maupun terhadap pelaku main hakim sendiri. 
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